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Abstract: This paper aims to analyze a legal event of 
transfer of inheritance land under burden of Mortgage; 
obstacles faced by the debtor in relation to the transfer of 
rights to inheritance land still burdened by the mortgage; 
and legal consequences if the beneficiary rejects the 
inheritance of land rights that are being borne by the 
mortgage. The end of this paper concludes three things. 
First, that the procedure for the transfer of rights to 
inheritance land that is being burdened by the mortgage 
right is executed after obtaining written approval from the 
holder of the mortgage or other party authorized to 
approve the removal of the burden in question. Also, the 
registration of the transfer of mortgages is done by 
recording it on the land books as well as the certificates of 
the related mortgages and on the land books and 
certificates of the rights imposed on the basis of a 
certificate of transfer of receivables guaranteed by 
inheritance. Second, the obstacles faced by the creditor 
associated with the transfer of rights to the inheritance 
land that is still burdened by the Mortgage Rights is the 
obstacle in the process behind the name to the heirs in the 
Land Office. Thirdly, the rejection of the heirs over the 
inheritance of land rights that are in the imposition of the 
Deposit Rights does not result in the Deposit Rights being 
burdened to be abolished 
 
Abstrak: Tulisan ini betujuan untuk menganalisa suatu 
peristiwa hukum pengalihan tanah warisan yang sedang 
dibebani Hak Tanggungan; hambatan yang dihadapi oleh 
debitur terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan 
yang masih terbebani hak tanggungan; dan akibat hukum 
bila ahli waris menolak warisan hak atas tanah yang sedang 
dibebani  hak tanggungan. Akhir dari tulisan ini 
menyimpulkan tiga hal. Pertama, bahwa tata cara peralihan 
hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak 
tanggungan yakni dilaksanakan setelah diperoleh 
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persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau 
pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban 
yang bersangkutan. Juga, pendaftaran peralihan hak 
tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku 
tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan 
dan pada buku tanah serta sertipikat hak yang dibebani 
berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang 
dijamin karena pewarisan. Kedua, hambatan yang dihadapi 
oleh kreditur terkait dengan peralihan hak atas tanah 
warisan yang masih dibebani Hak Tanggungan yakni 
hambatan dalam proses balik nama ke ahli waris di Kantor 
Pertanahan. Ketiga, penolakan ahli waris atas warisan hak 
atas tanah yang sedang dalam pembebanan Hak 
Tanggungan tidak mengakibatkan Hak Tanggungan yang 
sedang membebaninya menjadi hapus. 
 




Tanah merupakan benda yang sangat berharga bagi 
manusia, karena hampir semua kebutuhan manusia terkait 
dengan tanah, mulai manusia lahir sampai meninggal 
membutuhkan tanah. Manusia dengan tanah adalah dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan, karena kehidupan manusia 
tidak dapat lepas dari tanah. Karena eratnya hubungan 
tanah dan manusia maka manusia mempunyai hubungan 
emosional dan spiritual dengan tanah. Penguasaan tanah 
diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berbagai upaya 
dilakukan oleh manusia untuk dapat menguasai tanah dan 
tentunya mempertahankan juga dari pihak lain, karena itu 
penguasaan tanah harus dilandasi  atas hak  yang sah 
sebagaimana  diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA).  
Tanah hak milik adalah hak atas tanah yang paling 
tinggi statusnya atau derajatnya di negara manapun, 
keistimewaannya hak milik itu adalah masa berlakunya yang 
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tidak terbatas, tidak memerlukan izin siapa-siapa bila 
pemiliknya bermaksud menjaminkan tanahnya sebagai 
agunan kredit atau pinjaman uang ke bank, dan masih 
banyak lagi sisi keistimewaan dari tanah yang berstatus hak 
milik bila dibandingkan dengan tanah berstatus lain.1 
Ketentuan hak milik diatur pada Pasal 20 sampai 
dengan Pasal 27 UUPA, pengertian hak milik terdapat dalam 
Pasal 20 UUPA yang menyatakan : “Hak milik adalah turun 
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah”. Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas 
tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya 
untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang 
tanah hak milik yang dimilikinya tersebut, yang hampir 
sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak 
atas tanah kepada warganya.  
Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi tetap 
dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 
KUHPerdata), yang memberikan kewenangan yang luas 
pada pemiliknya,  dengan ketentuan harus memperhatikan 
ketentuan Pasal 6 UUPA yaitu “semua hak atas tanah bersifat 
sosial”.2 Bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat, 
berarti hak itu tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan 
terhadap gangguan pihak lain, oleh karena itu hak milik 
tersebut wajib didaftarkan.3 
Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain 
(dialihkan), peralihan hak atas tanah menurut Boedi 
Harsono adalah: 
1. Pewarisan tanpa wasiat, peralihan hak atas tanah bisa 
terjadi  karena perwarisan tanpa wasiat dan perbuatan 
hukum pemindahanhak. 
                                                        
1 G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1992), h. 11. 
2 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, 
(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 16. 
3 Ibid., h. 211. 
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2. Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas 
tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum 
beralih kepada ahli warisnya.4  
Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat 
hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain 
secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang 
menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap 
seluruh harta peninggalannya.5 Pemindahan hak masih 
diperlukan suatu perbuatan hukum lain yang berupa 
penyerahan (levering) yang harus dibuatkan akta oleh 
pejabat yang berwenang, jadi sebelum dilakukan “balik 
nama” hak atas tanah tersebut belum beralih/pindah kepada 
pembeli.6 
Seperti yang kita ketahui bersama Hak milik selain 
dapat dialihkan juga dapat dibebani hak tanggungan atau 
dijadikan jaminan dalam pelunasan hutang. Jaminan kredit 
tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan 
berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, 
dengan memperhatikan aspek hukum jaminan. Hal ini 
dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian 
bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat 
dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat 
kembali dengan aman dan tepat waktu. 
Hak Tanggungan memang dirancang sebagai hak 
jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi mudah dan 
pasti, Hak tanggungan juga memiliki sifat yang tidak dapat 
dibagi-bagi, artinya bahwa hak tanggungan membebani 
secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian 
daripadanya, telah melunasi sebagian dari utang yang 
dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak 
                                                        
4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 
UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Jambatan, 2005), h. 177. 
5 Musthafa, Fiqih Islam, (Bandung: Media Zhikir Solo, 2009), h. 37. 
6 Wintijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indah, 1977), 
h. 31. 
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tanggungan dari beban hak tanggungan untuk sisa utang 
yang belum dilunasi. Namun dalam praktiknya banyak 
menimbulkan kendala-kendala. Suatu misal dalam hal 
nasabah bank (debitur) telah meninggal dunia kemudian 
para ahli warinya karena satu dan lain hal menghendaki 
untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak 
lain dengan cara jual beli yang mana nantinya sebagian akan 
digunakan untuk diberikan kepada bank sebagai kewajiban 
pembayaran kredit debitur. 
Oleh karena itulah tulisan ini hadir, dengan fokus 
kajian dan analisis pada tiga hal. Pertama, tata cara 
peralihan hak atas tanah warisan yang sedang dibebani hak 
tanggungan. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh debitur 
terkait dengan peralihan hak atas tanah warisan yang masih 
dibebani hak tanggungan. Ketiga, Akibat hukum bila ahli 
waris menolak warisan hak atas tanah yang sedang dibebani  
hak tanggungan. 
 
B. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang 
Sedang Dibebani Hak Tanggungan 
Pengertian Hak Tanggungan, menurut ketentuan 
Pasal 1 butir 1 UUHT, adalah: “Hak Tanggungan atas tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang 
selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nornor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” 
Dari rumusann Pasal 1 butir 1 UUHT tersebut dapat 
diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan 
adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak 
mendahulu, dengan objek (jaminan)-nya berupa Hak-hak 
Atas Tanah yang diatur dalam UUPA. 
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Pemberian Hak Tanggungan harus memenuhi syarat 
sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur 
mengenai syarat sahnya perianjian. Dengan rumusan yang 
menyatakan bahwa: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, 
diperlukan 4 (empat) empat syarat, yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; dan 
4. Suatu sebab yang halal. 
Pasal 13 UUHT menentukan bahwa:  “Pemberian Hak 
Tanggungan wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan”. 
Dengan memberikan Hak Tanggungan saja, artinya dengan 
hanya menandatangani APHT saja, tidak lahir Hak 
Tanggungan dan karenanya harus ditindaklanjuti dengan 
pendaftaran ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT. Pejabat 
Pembuat Akta Tanah wajib mengirimkan APHT yang 
bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada 
Kantor Pertanahan.7  
Sejak lahirnya Hak Tanggungan, pemegang Hak 
Tanggungan memperoleh hak istimewa yang disediakan 
oleh UUHT, yaitu kreditor mempunyai kedudukan yang 
diutamakan atau droit de preference. Hak Tanggungan 
mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak 
Tanggungan itu berada atau droit de suite (Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan), 
hak preferensi dari pemegang Hak Tanggungan tidak 
terpengaruh terhadap kepailitan pemberi Hak Tanggungan 
(Pasal 21 UUHT jo Pasal 56 Undang-undang Kepailitan yaitu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), dan pelaksanaan 
eksekusi Hak Tanggungan (Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT). 
Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang 
sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan 
Nasional, maka diterbitkan sertipikat Hak Tanggungan yang 
bentuk dan isinya juga ditetapkan oleh Menteri Negara 
                                                        
7 Ibid., h. 64.  
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan 
ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUHT. 
Sertipikat Hak Tanggungan ini terdiri atas salinan buku 
tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT yang sudah 
disahkan oleh kepala Kantor Pertanahan dan dijilid menjadi 
satu dalam satu sampul dokumen.8 Buku tanah sendiri 
merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah 
yang sudah ada haknya.9 
Dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdata ditentukan 
bahwa:  
“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, 
mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan 
semua piutang orang yang meninggal. 
Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi 
ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh 
hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat 
memerintahkan agar semua harta peninggalan itu 
ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. 
Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada 
kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk 
memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan 
memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam 
bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan 
dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan 
ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.” 
Khusus untuk benda-benda tidak bergerak, Undang-
Undang mensyaratkan harus adanya pendataran dan 
pengumuman sebagai dasar keberadaan atau eksistensi Hak 
Milik atas benda tidak bergerak tersebut. 
Ketentuan Pasal 611 KUHPerdata menentukan 
bahwa: “Cara memperoleh hak milik karena pewarisan 
menurut perundang-undangan atau menurut surat wasiat, 
                                                        
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, h. 450.  
9 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9, Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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diatur dalam Bab XII dan Bab XIII buku ini”. Dalam 
ketentuan selanjutnya yang diatur dalam Pasal 830 dan 
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 
1. Pasal 830 KUHPerdata menentukan “Pewarisan hanya 
beilangsung karena kematian”. 
2. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menentukan: “Sekalian 
ahli waris dengan sendirinya karena hukum 
memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak 
dan segala piutang si yang meninggal”. 
Dari kedua ketentuan tersebut jelas bahwa dengan 
meninggalnya seseorang, semua kebendaan yang menjadi 
harta kekayaan orang tersebut demi hukum beralih 
kepemilikannya kepada ahli warisnya. Untuk ini tampak 
seolah-olah tidak diperlukan iagi perbuatan hukum tertentu, 
sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan terakhir 
sehubungan dengan cara memperoleh hak milik. Hal ini 
adalah benar untuk bendabenda bergerak, yang tidak 
memerlukan pencatatan, pendaftaran dan pengumuman, 
oleh karena atas bendabenda ini tidak mungkin lagi 
dilakukan penyerahan, sebagaimana akan dijelaskan dalam 
uraian mengenai penyerahan sebagai salah satu cara untuk 
memperoleh hak milik.10 
Pasal 23 UUPA mewajibkan pendaftaran hak milik 
atas tanah, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain. Pasal 23 ayat (2) 
menentukan, bahwa pendaftaran ini merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik atas 
tanah serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut, 
adalah sesuai dengan yurisprudensi tetap dari Mahkamah 
Agung Indonesia tentang hal ini, mengenai pendaftaran 
tanah oleh Kepala Desa dalam petuk-petuk pajak bumi.11 
                                                        
10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan 
Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2005), h. 179. 
11 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak atas Benda, 
(Jakarta: Intermasa, 1981), h. 49 
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Sesuai dengan Hukum Adat, Pasal 25 UUPA, yang 
menentukan, bahwa hak milik atas tanah dapat dijadikan 
jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. 
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan 
diatur dengan peraturan perundangan. Demikianlah bunyi 
Pasal 24 UUPA.12 
Sebelum menguraikan objek dan subjek Hak 
Tanggungan, akan dijelaskan terlebih dahuru kriteria atau 
syarat-syarat agar suatu objek dapat dibebani hak jaminu, 
utu, tanah (Hak Tanggungan). Sesuai dengan Penjelasan 
Umum angka 5 dan penjelasan atas Pasal 4 ayat (l) serta 
penjelasan dari Boedi Harsono, maka objek tersebut harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin 
adalah berupa uang. 
2. Termasuk hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum 
karena harus memenuhi syarat spesialitas dan 
publisitas. 
3. Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena 
apabila debitur cidera janji, benda yang dijadikan 
jaminan akan dijual dimuka umum. 
4. Memerlukan penunjukkan oleh undang-undang.13 
Mengenai tata cara pemberian Hak Tanggungan, 
menurut Pasal 10 ayat (l) UUHT pemberian Hak Tanggungan 
didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan 
sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan 
di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 
perjanjian hutang-piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkgn hutang tersebut. 
Kemudian pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan 
pembuatan Akte Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat 
                                                        
12 Ibid., h. 50. 
13 Boedi Harsono, “Segi-segi Yuridis Undang-undang Hak 
Tanggungan”, dalam Makalah Seminar Nasional Undang-undang Hak 
Tanggungan, Universitas Trisakti, Jakarta,  10 April 1996, h. 11. 
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Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (ayat 2). 
 
C. Hambatan yang Dihadapi oleh Debitur Terkait 
dengan Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang 
Masih Dibebani Hak Tanggungan 
Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan 
kepada pihak lainnya. Peralihan hak tanggungan ini diatur 
dalam Pasal 16 dengan Pasal 17 UUHT, sebagai berikut: 
Pasal 16 UUHT menentukan: 
(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan 
beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-
sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena 
hukum kepada kreditor yang baru. 
(2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru 
kepada Kantor Pertanahan. 
(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Perta-
nahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak 
Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang men-
jadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan 
tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat 
hak atas tanah yang bersangkutan. 
(4) Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh 
setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang 
diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tang-
gungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, 
catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya. 
(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak 
ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4).  
Pasal 17 UUHT menentukan: “Bentuk dan isi Akta 
Pemberian Hak Tanggungan, bentuk dan isi buku tanah Hak 
Tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata 
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cara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan 
ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 
Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 




4. sebab-sebab lainnya.14 
Cessi adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang 
oleh itur pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. 
Cessi harus dilakukan dengan akta autentik dan akta di 
bawah tangan, secara lisan tidak sah.15 Subrogasi adalah 
penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi 
hutang debitur. Ada dua cara terjadinya subrotasi, yaitu (1) 
perjanjian (kontraktual), dan (2) Undang-Undang.16 
Subrogasi kontraktual dilakukan dengan cara:  
1. kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian 
maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta 
merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya 
terhadap orang ketiga tersebut;  
2. pihak ketiga membantu debitur, Debitur meminjamkan 
uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk 
membayar hutang kepada kreditur, dan sekaligus 
menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan 
kedudukan semula terhadap diri debitur.17 
Supaya subrogasi ini dianggap sah, maka harus 
diikuti dengan tata cara sebagai berikut: (1) pinjaman uang 
mesti ditetapkan dengan akta autentik, (2) daiam akta 
                                                        
14 Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: 
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autentik mesti dijelaskan besarnya jumlah pinjaman dan 
diperuntukkan melunasi hutang debitur, dan (3) tanda 
pelunasan berisi pernyataan, bahwa uang pembayaran 
hutang yang diserahkan kepada kreditur, adalah uang yang 
berasal dari pihak ketiga. Sedangkan subrogasi karena 
undang-undang terjadi karena adanya pembayaran yang 
dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri, 
seorang kreditur melunasi hutang kepada kreditur lain yang 
sifat hutangnya mendahului. Akibat adanya subrogasi adalah 
beralihnya hak tuntutan dari kreditur kepada pihak ketiga. 
Peralihan hak itu meliputi hak dan tuntutan (Pasal 1400 
KUHPerdata).18 
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-
hal lain selain yang dirinci dalam ayat ini, misalnya dalam 
hal terjadinya pengambilalihan atau penggabungan 
perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piurang dari 
perusahaan semula kepada perusahaan baru. Peralihan hak 
tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru 
kepada Kantor pertanahan.  
Hal-hal yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak tanggungan 
adalah melakukan:  
1. Pencatatan pada buku ranah hak tanggungan;  
2. Buku-buku hak atas tanah yang. menjadi objek hak 
tanggungan; dan  
3. Menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak 
tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang 
bersangkuran (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUHT).19  
Tanggal pencatatan pada buku tanah adalah tanggal 
hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat 
yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak 
tanggungan dan jika pada hari ketujuh itu jatuh pada hari 
libur, caraun itu diberi tanggal hari kerja berikutnya. 
Sedangkan momentum berlakunya peralihan hak 
                                                        
18 Ibid., h. 185-186. 
19 Ibid., h. 186. 
Eko Irawan - Afdol 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
287 
tanggungan bagi pihak ketiga, yaitu pada hari tanggal 
pencatatan pada buku tanah oleh Kantor Pertanahan.20 
Seperti perjanjian jaminan lainnya, hak tanggungan 
bersifat accesoir artinya hak tanggungan bukanlah hak yang 
berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau 
eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian 
pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang 
lainnya. Dengan kata lain kelahiran dan adanya hak 
tanggungan ditentukan oleh piutang yang dijamin 
pelunasannya. Demikian juga hak tanggungan menjadi 
hapus otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian 
kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang 
hapus yang disebabkan karena lunasnya kredit atau 
lunasnya utang atau sebab lain.21 
Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit 
yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dan 
bank lainnya. Namun demikian, pada dasarnya prototype 
suatu perjanjian kredit harus memenr:hi enam syardt 
minimal, yaitu:  
1. Jumlah hutang; 
2. Besarnya bunga: 
3. Waktu pelunasan; 
4. Cara-cara pembayaran; 
5. Klausula opeisbaarheid; dan 
6. Barang jaminan.22 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian kredit yang 
baik seyogianya sekurang-kurangnya berisi klausul-klausul 
sebagai berikut:23 
1. Klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, 
tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik. 
                                                        
20 Ibid. 
21 Wiwin Eka Emawati, Pengalihan Hak Milik atas Tanah yang 
Sedang Dibebani Hak Tanggungan, (Tesis-Program Pascasarjana 
Universitas Udayana, Denpasar, 2014), h. 97. 
22 H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi; The Bankers 
Hand Book, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 189-190. 
23 Ibid., h. 191-193.  
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2. Klausul tentang bunga, commitment fee, dan denda 
kelebihan tarik. 
3. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan 
pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur. 
4. Klausul tentang representation an warranties, yaitu 
klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah 
debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status 
hukum, keadaan, keuangan, dan harta kekayaan nasabah 
debitur pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi 
asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil ke putusan 
untuk memberikan kredit tersebut. 
5. Klausul tentang condition precedent, yaitu klausul 
tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi 
terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank 
berkewajiban untuk menyediakan dana kredit tersebut 
dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya 
untuk menggunakan kredit tersebut. 
6. Klausul tentang anggunan kredit dan asuransi barang-
barang anggunan. 
7. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan berlakunya rekening koran bagi 
perjanjian kredit yang bersangkutan. 
8. Klausul tentang affirmative covenants, yaitu klausul yang 
berisi jani-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-
hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku. 
9. Klausul tentang negative covenants, yaitu klausul yang 
berisi janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan 
hal-hal tertentu selama perjanjian masih berlaku. 
10. Klausul tentang financial covenants, yaitu klausul yang 
berisi janji-janji nasabah debitur untuk menyampaikan 
laporan keuangannya kepada bank dan memelihara 
posisi keuangannya kepada bank dan pada minimal 
taraf tertentu. 
11. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank 
adalah rangka pengawasan, pengamanan,penyelamatan, 
dan penyelesaian kredit. 
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12. Klausul tentang  events of default, yaitu klausul yang 
menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi 
memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak 
mengakhiri. Perjanjian kredit dan untuk seketika dan 
sekaligus menagih seluruh outstanding kredit. 
13. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur 
mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau 
perselisihan di antara para pihak melalui suatu badan 
arbitrase, baik badan arbitrase ad hock ataupun badan 
arbitrase institusional. 
Klausul tentang: bunga rampai atau miscellaneiuis 
provisions atau boilerplate pravisions, yaitu klausul yang 
berisi. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum 
tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul lain. 
Termasuk di dalam klausul-klausul ini adalah klausul yang 
disebut pasal Tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum 
diatur di dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah 
tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan 
perjanjian baku. 
Bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di 
bawah tangan dan akta autentik (akta notaris). Dalam 
praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat 
secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih 
aman bagi para pihak tidak dapat mengingkari apa yang 
telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat 
dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah 
disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak 
bank.24 
Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit 
antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, hal 
                                                        
24 Djuhaendah Hasan, Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan, (Jakarta: 
Badan Pembina Hukum Nasional, 2010), h. 12.   
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tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan 
kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian bentuk 
perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang 
berlaku umum.25 
Norton Joseph dalam Johannes Ibrahim 
mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank memuat 
serangkaian klausula atau convenant, dimana sebagian besar 
dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi 
pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan 
serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya 
pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. 
Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar 
dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah 
diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang 
menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah 
debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan 
dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk 
melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat 
mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam 
perjanjian kredit.26 
Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak 
kreditur adalah: 
1. Klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah 
nasabah debitur sanggup untuk membayar kembali atas 
kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur; 
2. Klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas 
bilamana nasabah debitur mengalami masalah dalam 
kondisi keuangan; 
3. Klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, 
perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur 
bisnis nasabah debitur, dan penyikapan keuangan 
secara penuh kepada kreditur. 
                                                        
25 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 2000), h. 385-392. 
26 Johanes Ibrahim, Cross Default & Cross Collatera Sebagai Upaya 
Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 37. 
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4. Perjajian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus 
baik oleh bank sebagai kreditur, maupun oleh nasabah 
sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai 
fungsi yang sangat penting dalam pemberian, 
pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu 
sendiri.27 
Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam Muhamad 
Djumhana Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, 
yaitu diantaranya: 
1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok 
artinya perjanjiann kredit merupakann sesuatu yang 
menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain 
yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan 
jaminan. 
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai 
batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur 
dan debitur. 
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk 
melakukan monitoring kredit.28 
Dalam pengalihan kredit yang berganti adalah 
debiturnya dimana dalam pengalihan tersebut terjadi 
peristiwa pengalihan hutang dari debitur lama kepada 
debitur baru. Dalam KUHPerdata, secara umum dikenal 2 
(dua) macam cara untuk melakukan pengalihan suatu 
hutang dari debitur lama kepada debitur baru yaitu dengan 
perpindahan melalui cara Delegasi (pemindahan) dan 
perpindahan melalui cara Novasi Subyektif Pasif 
(pembaharuan utang) 
 
D. Akibat Hukum Bila Ahli Waris Menolak Warisan Hak 
Atas Tanah yang Sedang Dibebani  Hak Tanggungan 
Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah 
harta pewaris menurut system hukum waris BW melalui ada 
dua cara berikut: 
                                                        
27 Ibid. 
28 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, h. 388-389. 
Peralihan Hak Atas Tanah Warisan 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
292 
1. Menurut ketentuan undang-undang (ab intestato atau 
wettelijk erfrecht).  
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair erfrecht). 
Adapun menurut ketentuan undang-undang (ab 
intestato atau wettelijk erfrecht), yaitu ahli waris yang 
mendapatkan bagian warisan karena hubungan 
kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.29 Hal ini 
terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan 
sendiri tentang apayangakan terjadi terhadap harta 
kekayaannya sehingga daram har ini undang-undang akan 
menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang 
tersebut.30 Dengan demikian seseorang dapat mewarisi 
karena undang-undang dan juga dapat dengan cara ditunjuk 
dalam surat wasiat.  
Sistem yang berlaku dalam KUHPerdata adalah ahli 
waris diperbolehkan untuk menolak harta warisan yang 
menjadi bagiannya. Penolakan harta warisan baru dapat 
terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka atau 
terluang. Berdasarkan Pasal 1057 KUHPerdata bahwa 
penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas 
dan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Akibat dari 
penolakan warisan adalah ahli waris yang bersangkutan 
dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli 
waris.  
Penolakan warisan ini berlaku surut sampai dengan 
saat meninggalnya pewaris atau orang yang meninggalkan 
warisan tersebut (Pasal 1058 KUHPerdata). Adapun bagian 
ahli yang menolak itu akan diberikan kepada ahli waris 
lainnya yang berhak. Walaupun penolakan warisan adalah 
hak dari ahli waris, namun apabila Penolakan itu akan 
merugikan kreditor, maka penolakan warisan dianggap 
tidak pernah ada (Pasal 1059 KUHPerdata). Pasal 1061 
                                                        
29 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008), h. 81. 
30 Eman Suparman, Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif 
Islam, Adat, dan BW, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 29. 
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KUHPerdata menyatakan bahwa apabila ahli waris 
mempunyai utang-utang, maka ada kemungkinan para 
kreditor dirugikan atas penolakan harta warisan oleh ahli 
waris atau debitur, maka kreditor dapat meminta kepada 
hakim agar diberi kuasa untuk memperoleh harta warisan 
itu atas nama dan untuk menggantikan kedudukan ahli 
waris itu.31 
Atas tuntutan yang diatur dalam pasal tersebut, hal 
itu hampir sama dengan actio paulina dari Pasal 1341 
KUHPerdata. Pasal 1341 ini memberikan kuasa kepada 
kreditor untuk menuntut pembatalan perbuatan debitur 
yang merugikan kreditor. Perbedaan antara Pasal 1061 
KUHPerdata dengan Pasal 1341 KUHPerdata, yaitu menurut 
Pasal 1341 KUHPerdata harusnya ada pengetahuan dari 
pihak kreditor, bahwa kreditor akan dirugikan, sedangkan 
menurut Pasal 1061 KUH Perdata tidak mengatakan hal itu, 
cukuplah kalau kreditor dirugikan.32  
Akibat ahli waris yang menolak warisan, maka ahli 
waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. 
Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia lebih dahulu dari si 
pewaris, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh anak-
anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus 
dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera 
pengadilan negeri di wilayah hukum tempat warisan 
terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, 
yaitu sejak meninggalnya pewaris.33 
Adapun menurut Pasal 1062 KUHPerdata bahwa hak 
seorang ahli waris untuk menolak warisan, tidak dapat 
gugur karena daluarsa (verjaring). Apabila penolakan atau 
pengaturan warisan dicantumkan dalam perjanjian kawin, 
maka hal ini dianggap batal demi hukum (Pasal 1063 
KUHPerdata). Akan tetapi, penolakan hanya dapat 
                                                        
31 Oemar Salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,  (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000), h. 154. 
32 Ibid. 
33 Ibid., h. 33. 
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dibatalkan untuk menguntungkan si berpiutang dan juga 
sampai jumlah utangnya. Dalam hal ini ahli waris yang 
menolak itu ia tidak bisa untuk mendapatkan keuntungan 
dari pembatalan penolakan itu. Apabila permohonan si 
berpiutang dikabulkan oleh hakim, maka ia bisa menagih 
utang ahli waris dengan cara mengambil dari harta benda 
warisan, sekadar ini mencukupi. 
bedasarkan ketentuan Pasal 1066 BW tentang 
pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, 
dapat dipahami bahwa sistem Hukum Waris menurut BW 
memiliki ciri khas yang berbeda dari Hukum Waris yang 
lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya Hukum Waris 
menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang 
pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang 
berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak 
terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh 
ahli waris. 
Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat 
mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. 
Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan 
harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum 
tempat terbukanya warisan itu (Pasal 1057 KUHPerdata). 
Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang 
menghadap PaniteraPengadilan Negeri setempat dan 
menyatakan kehendaknya. 
Dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri membuat 
akta penolakan. Apabila ahli waris tersebut tidak dapat 
datang sendiri, maka ia dapat mengkuasakan pada orang 
lain dengan surat kuasa. Penolakan menjadi kekuatan 
hukumnya apabila ahli waris menghilangkan atau 
menyembunyikan barang dari harta warisan tersebut. 
Penolakan terhadap harta warisan berakibat:34 
                                                        
34 Pitlo, Hukum Waris Buku Kesatu, terj. F. Tengker, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1995), h. 38. 
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1. Ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi 
ahli waris. 
2. Karena penolakan warisan itu, maka tidak ada pengganti 
ahli waris oleh anakanaknya. 
3. Bagian warisan orang yang menolak, jatuh kepada 
mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, 
seandainya orang yang menolak warisan itu tidak hidup 
pada waktu meninggalnya pewaris. 
4. Apabila ahli waris menolak, maka penolakan tersebut 
tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau 
paksaan yang dapat menyebabkan seseorang menolak 
warisan tersebut. 
Akibat daripada suatu penolakan oleh ahli waris 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1058 KUHPerdata 
adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak 
pernah menjadi ahli waris (dari pewaris yang 
bersangkutan), tetapi harus disertai dengan catatan bahwa 
orang yang menolak tidak dapat digantikan ahli warisnya 
karena ia masih hidup, tetapi dalam pembagian dianggap 
seperti tidak ada/hidup. Suatu penolakan berlaku surut 
sampai pada saat warisan terbuka, karena orang yang 
menolak bukan ahli waris, maka ia tidak menerima hak-hak 
maupun kewajiban/hutang-hutang si pewaris. Dalam hal ini 
tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta 
pribadi orang yang menolak warisan. 
Penolakan warisan itu harus dengan sukarela atas 
kemauan sendiri, apabila penolakan itu terjadinya paksaan 
atau penipuan, maka menurut Pasal 1065 KUHPerdata 
penolakan itu dapat dibatalkan (ditiadakan). Tetapi 
kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan 
alasan tidak mau membayar hutang. Jika terjadi demikian, 
menurut Pasal 1061 KUHPerdata hakim dapat memberi 
kuasa kepada para kreditur dari ahli waris yang menolak itu 
untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.  
Akibat lebih lanjut dari penolakan warisan (Pasal 
1059 KUHPerdata) adalah bahwa bagian orang yang 
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menolak warisan jatuh pada mereka yang bersedia 
menerima warisan tersebut seandainya si penolak warisan 
tidak ada pada saat terbukanya warisan. Orang yang 
menolak warisan adalah orang yang masih hidup saat 
terbukanya warisan. 
Apabila semua ahli waris menolak warisan 
dikarenakan jumlah pasiva yang lebih besar daripada jumlah 
aktiva maka untuk hak atas tanah yang masih dibebani hak 
tanggungan bagi kreditur diberikan hak preferen untuk 
melelang objek yang dijaminkan kepadanya.Lelang yang 




Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka bisa 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tata cara peralihan hak atas tanah warisan yang sedang 
dibebani hak tanggungan menurut KUHPerdata dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah yakni dilaksanakan setelah 
diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak 
tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui 
penghapusan beban yang bersangkutan. Pendaftaran 
peralihan hak tanggungan dilakukan dengan 
mencatatnya pada buku tanah serta sertipikat hak 
tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah 
serta sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat 
tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena 
pewarisan. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan 
bukan merupakan salah satu penyebab hapusnya Hak 
Tanggungan, oleh karena itu Hak Tanggungan tidak 
akan hapus dengan beralihnya hak atas tanah yang 
dibebaninya. 
2. Hambatan yang dihadapi oleh kreditur terkait dengan 
peralihan hak atas tanah warisan yang masih dibebani 
                                                        
35 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, h. 91. 
Eko Irawan - Afdol 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
297 
Hak Tanggungan yakni hambatan dalam proses balik 
nama ke ahli waris di Kantor Pertanahan. Karena ahli 
waris tersebut wajib melengkapi dokumen-dokumen 
terlebih dahulu guna penghapusan Hak Tanggungan 
(Roya Hak Tanggungan), antara lain dengan 
melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan dan 
pernyataan tertulis dari Pemegang Hak Tanggungan 
(kreditor) bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena 
piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak 
Tanggungan itu telah lunas atau karena kreditor 
melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
3. Akibat hukum bila ahli waris menolak warisan hak atas 
tanah yang sedang dibebani  hak tanggungan yakni 
bahwa ahli waris yang dengan secara tegas menyatakan 
penolakannya terhadap hak warisnya mengakibatkan 
ahli waris tersebut dianggap tidak pernah ada. 
Penolakan ahli waris atas warisan hak atas tanah yang 
sedang dalam pembebanan Hak Tanggungan tidak 
mengakibatkan Hak Tanggungan yang sedang 
membebaninya menjadi hapus. Dengan demikian 
kreditur tetap dapat melaksanakan haknya terhadap 
hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan bila 
debitur wanprestasi. Akibat hukum bagi ahli waris yang 
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